
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR  3 TAHUN 2000 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SEMARANG 

 

Menimbang  : 

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang 

Nomor 18 Tahun        Peraturan Daerah Kotapraja 

Semarang tanggal 27 Nopember 1958 tentang 

Kuburan Umum sebagaimana diubah terakhir kali 

dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang 

Mengubah dan Menambah 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka yang ketiga kali 

Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tentang 

Kuburan Umum perlu di sesuaikan; 

b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaikan 

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Pelayanan Pemakaman Umum; 

 

Meninmbang :  

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timut, JawaTengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa  Yogyakarta 

(Himpunan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 



Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga 

Negara Republik Indonersia tahun 1997 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 3685); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 T ahun 1975 

tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 

5); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 

tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 

II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 

tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah 

untuk Keperluan Tempat Pemakaman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3350); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 

tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah 

Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan 

Kendal serta Penataan Lecamatan di Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II 

SeamarangDalam Wilayah Propinsi Daerah 



Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1997 

tentang Retribusi Daerah ( Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3692); 

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 

tentang  Teknis Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 

Undang-undang, Rancangan Peraturan 

Pemeritah dan Rancangan Keputusan Presiden; 

13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1978 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Pewakafan Tanah Milik; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 

Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 

tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah 

Untuk Keperluan Tempat Pemakaman; 

15.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah 

dan Peraturan Daerah Peraturan; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 

Pemubgutan Retribusi Daerah; 

17. Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 175 

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 

Pemerikasaan di Bidang Retribusi Daerah; 

18. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 119 

Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-

jenis Retibusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 

Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif 

Retribusi; 

20. Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II 

Semarang Nomor 3 Tahun 1998 Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang; 



 

 

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA 

DAERAH TINGKAT II SEMARANG 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

PEMAKAMAN MAYAT.  

 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

a. Daerah adalah wilayah Kota Semarang; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarng; 

c. Kepala Daerah adalah Walikota Semarang; 

d. Pejabat dalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

Retribusi Daerah sesuai denga Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

e. Makam dalah tempat untuk penguburan mayat/jenasah; 

f. Temapt Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan 

untuk keperluan pemakaman mayat/jenasah yang dimiliki dan 

atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

g. Tempat Pemakaman Umumadalah areal tanah yang disediakan 

untuk keperluan pemakaman mayat/jenasah yang dikelola oleh 

Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan; 

h. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan 

untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah 

kebudayaan mempunyai arti khusus; 



i. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apaun, 

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha 

tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 

j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan; 

k. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat yang selajutnya dapat 

disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman 

mayat/jenasah yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, 

mayat, dan sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah; 

m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memenfaatkan jasa 

pelayanan pemakaman mayat; 

n. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan 

oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat 

Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk 

diisi secara lengkap dan benar; 

o. Nomor Pokom Wajib Retribusi Daerah dilanjutkan disingkat 

NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan dan 

menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi; 

p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang 

menurut Peraturan Retribusi; 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya 

Retribusi yang terutang; 

r. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh 

Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD; 

s. SKRD Tambahan adalah surat Keputusan yang diterbitkan oleh 

Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula 

belum terungkap dalam pemeriksaan; 


